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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui upaya mitigasi bencana alam: study kasus kebijakan transmigrasi 

penduduk lereng Gunung Merapi. Khususnya upaya mitigasi setelah bencana Gunung Merapi korban selamat untuk 

mengantisipasi kerugian lebih besar di kemudian hari. Dengan transmigrasi penduduk ke daerah yang lebih aman 

menjadi sebuah upaya penanggulangan bencana kemudian hari agar tidak memakan korban dan memperbaiki hidup 

korban selamat Gunung Merapi tahun 2010. Penelitian ini dilakukan dengan metode study pustaka dengan 

menganalisis data-data sekunder maupun tersier dari berbagai media, jurnal, artikel  maupun buku terkait. 

Transmigrasi sebagai salah satu upaya mitigasi bencana dilakukan pada korban selamat dengan memindahkan 

penduduk ke luar jawa, ke kawasan aman yang jauh dari titik bencana namun masih di lingkup Kabupaten Magelang.. 

Implementasi kebijakan transmigrasi dengan berbagi kesiapan oleh pemerintah pusat, meskipun menuai banyak pro 

dan kontra baik media, peneliti maupun masyarakat lereng Gunung Merapi. 

 

Kata kunci : transmigrasi, mitigasi bencana, korban gunung merapi. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Berdasarkan data yang dihimpun 

Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) per 18 November 2010, 

jumlah korban tewas sebanyak 275 orang dan 

sebanyak 39 orang korban tewas di 

Magelang (dari detiknews.com, 2010). Dari 

jumlah nilai kerusakan akibat letusan Merapi 

mencapai Rp 1,138 triliun atau 27 persen, 

sedangkan nilai kerugian adalah Rp 3,089 

triliun atau 73 persen," kata Kepala Pusat 

Data Informasi dan Humas Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo 

Purwo Nugroho dalam siaran pers di Jakarta, 

Senin 17 Januari 2011(Muhammad.2010 dari 

Republika.co.id). Kerugian yang cukup besar 

mulai dari kerugian materi dan mental yang 

menjadi penyebab masalah sosial baru. 

Melihat ini pemerintah terkait mengambil 

sebuah keputusan dengan memberlakukan 

kebijakan transmigrasi. 
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Transmigrasi adalah perpindahan 

penduduk dari suatu wilayah yang padat 

penduduk ke wilayah jarang penduduk. 

Tranmigrasi dilakukan berdasarkan beberapa 

hal diantaranya pemerataan penduduk dan 

pembangunan, relokasi bencana, dan 

pencegahan masalah sosial seperti 

kemiskinan. Salah satu faktor transmigrasi 

alam kasus ini dengan melakukan 

transmigrasi sebagai upaya relokasi 

penduduk korban bencana gunung merapi. 

Dimana gunung merapi yang mengalami 

peletusan setiap dekade waktu delapan atau 

Sembilan tahun sekali mengalami fase 

istirahat. Untuk menghindari kerugian yang 

lebih besar di masa mendatang  dilakukan 

kebijakan untuk pengamanan penduduk dari 

bencana gunung merapi kedepannya dan 

memperbaiki keadaan hidupnya yang telah 

porak poranda karena bencana tersebut. 

Mengatasi kerugian yang telah terjadi 

dan mencegah kerugian yang lebih besar di 

masa mendatang maka dilakukan 

transmigrasi sebagai sebuah kebijakan yang 

tepat. Berdasarkan teori kependudukan 

fisiologi, sosial dan ekonomi oleh John 

Stuart Mill(Matra,2007: 58). Dimana salah 

satu cara untuk mengelola kependudukan 

adalah dengan melakukan perpindahan 

penduduk dari wilayah padat ke wilayah lain 

yang dinilai masih jarang penduduk dan juga 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

penduduknya secara merata, mengatasi 

kekurangan bahan makanan. Dari data BPS 

dimana pulau Jawa menempati pulau dengan 

kepadatan penduduk tertinggi dimana hampir 

60% penduduk Indonesia tinggal di pulau 

Jawa. Salah satu kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah terkait dengan melakukan 

program transmigrasi untuk memeratakan 

penduduk dan mengatasi ancaman bencana 

alam khususnya mitigasi bencana untuk 

korban letusan gunung merapi  2010 yaitu 

penduduk lereng gunung merapi. 

Kebijakan transmigrasi sebagai 

mitigasi bencana  gunung merapi  

memberikan kesempatan yang baik untuk 

mengatasi bahaya bencana dan masalah 

kemiskinan baru dengan kesempatan 

memulai hidup baru di daerah transmigrasi. 

Penelitian serupa yang menganalisis program 

transmigrasi penduduk lereng gunung merapi 

yang berfokus pada dampak oleh Alip 

Sontosudarmo (1996) yang berfokus pada 

perencanaan kebijakan tranmigrasi daerah 

bahanya gunung merapi dimana saat itu 

penduduk masih enggan untuk berpindah 

(Sontosudarmo,1996). Namun berbeda 

dengan keadaan setelah terjadi Gunung 

Merapi meletus yang akan dibahas lebih 

detail tidak hanya  membahas hambatan di 

daerah asal dan tujuan. 

Kebijakan transmigrasi  dalam kajian 

ini lebih berfokus pada mitigasi bencana 

penduduk lereng gung merapi sebagai korabn 

selamat.  Terutama perencanaan kebijakan 

sejak dini sangat penting untuk mecegah 

kerugian lebih besar dan menghindari 
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masalah yang sama di kemudian hari. Artikel 

ini akan membahs mengenai kebijakan 

transmigrasi sebagai mitigasi bencana 

khususnya kebijakan transmigrasi bagi 

penduduk lereng gunung merapi dan 

merumuskan masalah “Bagaimana 

implementasi transmigrasi penduduk sebagai 

upaya mitigasi bencana Gunung Merapi 

korban selama bencana? (Study kasus 

transmigrasi penduduk lereng Gunung 

Merapi korban bencana gunung meletus 

tahun 2010). 

Akan dibahas mulai kebijakan 

pengelolaan penduduk dan ancaman 

manajemen penduduk yang kurang tepat, 

selanjutnya mengerucut pada pengelolaan 

penduduk korban bencana alam dengan 

transmigrasi sebagai upaya mitigasi bencana. 

Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai 

alasan seperti pencegahan korban jiwa dan 

kerugian lebih besar lagi di kemudian hari, 

memperbaiki nasib kehidupan korban 

selamat dan percepatan serta pemerataan 

pembangunan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Dalam kajian ini digunakan metode 

study kepustakaan dengan mengumpulkan 

berbagai data dari sumber yang relevan 

terkait dengan transmigrasi dan mitigasi 

bencana. Dari kajian literaturyang 

terkumpulnya dilakukan analisis data dengan 

analisis interaktif dimana analisis  dilakukan 

dalam bentuk siklus mulai dari pengumpulan 

data dari berbagai sumber web online,  jurnal 

ilmiah dan berita dari berbagai media yang 

direduksi selanjutnya dilakukan penyajian 

data dan pengambilan keputusan. Saat 

kesimpulan dinilai masih kurang maka 

dilakukan pencarian data lebih lengkap dan 

sesuai dengan informasi yang dibutuhkan 

sehingga tercipta kesimpulan yang tepat 

dalam kajian transmigrasi sebagai mitigasi 

bencana bagi penduduk lereng Gunung 

Merapi khususnya Kabupaten Magelang. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Transmigrasi 

Kesadaran pengelolaan kependudukan 

tiap waktu mengalami peningkatan drastis 

menjadi topik utama dalam kebijakan 

pemerintah. Salah satunya kebijakan 

transmigrasi yang dilakukan dari zaman 

VOC dalam empat tahapan mulai tahun 

1905-1911 berlanjut tahun 1912-1922, 

kemudian 1923-1932 dan yang terakhir 

antara tahun 1932-1942. Selanjutnya 

transmigrasi pada orde baru banyak 

dilakukan transmigrasi bedol desa, 

transmigrasi swakarya dan transmigrasi 

lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2014  hingga saat ini sudah 

terbentuk 23 kawasan transmigrasi yang telah 

ditetapkan oleh menteri Pada tahun 2016 ini, 

pemerintah telah memberangkatkan 1.658 

Kepala Keluarga pada per Desember 2016 
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(Kementerian pendidikan dan kebudayaan. 

2016 dari http://Kemendikbud.ri.co.id. 

Kebijakan transmigrasi berlatar 

belakang banyak hal diantaranya  

menciptakan  keseimbangan penduduk, 

memperluas kesempatan kerja, meningkatkan 

produksi dan meningkatkan pendapatan yang 

dimana titik pusat dari proses 

penyelenggaraan transmigrasi tentu adalah 

manusia. Paradigma pemerataan pendidikan 

juga merupakan salah satu alasan dari 

diadakannya transmigrasi, kesehatan dan 

jaminan sosial kepada golongan penduduk 

yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas 

–fasilitas sosial yang kita maksud diatas. 

Selain itu, transmigrasi juga berfungsi untuk 

mempercepat perubahan pengelompokan dan 

penggolongan manusia dan membentuk 

jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial 

yang baru kata Martono di tahun 1986 

(Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat. 2017 

dari http://dalduksulbar.com).  

Dan satu kebijakan terkait transmigrasi 

sebagai mitigasi bencana meletusnya gunung 

merapi pada tahun 2010. Bencana alam 

gunung meletus yang terjadi pada akhir tahun 

2010 telah menimbulkan kerugian yang besar 

serta masalah  kependudukan yang baru. 

Bencana alam dapat diartikan sebagai dan 

salah satu upaya untuk menanggulanginya 

dengan mitigasi bencana. 

 

3.2.  Mitigasi Bencana 

Mitigasi bencana adalah Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2007 menjelaskan mitigasi bencana 

merupakan sebuah upaya untuk mengurangi 

risiko penyadaran, dan peningkatan 

kemampuan masyarakat. Berdasarkan 

Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) No 4 

Tahun 2008 telah membagi mitigasi bencana 

terdiri atas mitigasi struktural serta mitigasi 

non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan 

melalui upaya pembangunan fisik maupun 

sebuah pembangunan prasarana masyarakat 

dalam hal pengurangan resiko bencana. 

Mitigasi non-struktural dilakukan melalui 

upaya penyadaran maupun pendidikan dalam 

mengurangi risiko bencana 

(Setiono,2014:dari http://eprints.ums.ac.id). 

Mitigasi bencana melalui pembangunan fisik, 

seperti transmigrasi untuk mengamankan 

penduduk selamat dan menghindari kerugian 

bencana alam di kemudian hari. 

 

3.3. Transmigrasi Sebagai Upaya Mitigasi 

Bencana Gunung Merapi 

Transmigrasi tidak hanya dipahami 

sebagai upaya pemerataan penduduk belaka 

namun, masih banyak hal terkait. Salah satu 

hal terkait transmigrasi adalah mitigasi 

bencana alam pasca bencana. Transmigrasi 

tersebut lebih berfokus pada korban selamat 

bencana. Dimana penduduk yang selamat 

diberikan penawaran program transmigrasi 

bagi mereka untuk memulai hidup baru yang 
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telah mengalami kerugian cukup besar dan 

susah memulai kembali dari awal. Dengan 

transmigrasi, korban selamat untuk 

mencegah korban dan kerugian lebih besar di 

kemudian hari serta pemulihan kehidupan 

sosial ekonomi sebagai upaya pencegahan 

munculnya masalah sosial baru seperti 

kemiskinan. Salah satu kebijakan 

transmigrasi sebagai upaya mitigasi bencana 

alam adalah transmigrasi penduduk lereng 

Gunung Merapi sebagai korban selamat dari 

meletusnya Gunung Merapi tahun 2010. 

Setelah terjadi letusan Gunung Merapi 

yang cukup besar pada tahun 2010 yang 

berdampak kerugian besar. Adanya upaya 

penanggulangan bencana yang lebih dikenal 

dengan istilah mitigasi bencana. Mitigasi 

bencana dilakukan saat sebelum, saat 

kejadian dan saat sesudah bencana alam 

terjadi. Pemerintah menyadari perlunya 

kebijakan untuk mengatasi bencana gunung 

merapi (mitigasi). Mitigasi atau dipahami 

sebagai penyelenggaraan penanggulangan 

bencana merupakan serangkain upaya yang 

meliputi penetapan, kebijakan pembangunan 

yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 

rehabilitasi. Dalam rangka penanggulangan 

bencana maka dikeluarkan kebijakan yaitu 

program transmigrasi bagi korban bencana 

lereng Gunung Merapi. 

Transmigrasi sebagai upaya mitigasi 

bencana melalui relokasi harus 

mempertimbangkan dua aspek yaitu kultural-

historis dan psikologi-kultural dimana 

keduanya menjadi unsur kuat pengikat warga 

dengan Merapi. Kultur-Historis berkaitan 

dengan pembentukan budaya masyarakat, 

tanah kelahiran sebagai sumber penghidupan, 

dankeyakinan. Aspek psikologi-Historis 

yaitu budaya yang mempengaruhi karakter 

masyarakat, kejiwaan dan karakteristik 

komunal. Dan hal tersebut menjadi sebuah 

hambatan bagi pelaksanaan transmigrasi 

penduduk lereng Gunung Merapi. Dari 

kepercayaan sebagai bentuk membudaya 

dalam berinteraksi menyakinkan 

masyarakatnya tetap tinggal (Krisanto. 2010 

dari http://kompasiana.com). 

Salah satunya kebijakan tersebut adalah 

transmigrasi untuk mengamankan korban 

selamat. Dalam kasus ini lebih berfokus pada 

mitigasi setelah bencana Gunung Merapi, 

dengan mengamankan korban selamat 

khususnya penduduk lereng gunung berapi 

untuk dipindahkan ke tempat yang lebih 

aman. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 

dilakukan dengan memindahkan penduduk 

ke luar jawa atau ke kecamatan di Magelang 

yang masuk kategori aman jauh darai 

kawasan bahaya Merapi.  

“Dampak yang muncul dari letusan 

gunung api bagi masyarakat adalah 

terganggunya kehidupan masyarakat, seperti 

kehancuran rumah, kerusakan harta benda, 

bahkan sampai hilangnya korban jiwa. Untuk 

mengurangi dan memperkecil akibat bencana 

letusan gunung api diperlukan Mitigasi 
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Bencana Gunung Meletus. Mitigasi Bencana 

Gunung Meletus dapat dilakukan mulai dari 

sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, 

dan setelah terjadi bencana. Berikut akan 

dibahas mengenai mitigasi sebelum 

terjadinya bencana gunung meletus (Kamil. 

2015 dari http://kamillpasca.itb.ac.id)” 

Pemerintah Kabupaten Magelang 

berencana menawarkan transmigrasi pada 

penduduk yang tinggal di zona bahaya 

Merapi.  Beberapa penduduk dari tiga (3) 

kecamatan yang berada pada kawasan 

lereng Gunung Merapi mendapatkan 

prioritas transmigrasi. Di Magelang 

sebanyak 150 KK korban erupsi dan banjir 

lahar dingin telah mengajukan diri kepada 

pemerintah kabupaten agar diikutsertakan 

program transmigrasi. Pengungsi yang ingin 

ikut transmigrasi rata-rata rumahnya sudah 

hancur akibat hanyut terbawa banjir lahar. 

Mereka yakin transmigrasi bisa menjadi 

solusi memulai hidup baru (Wicaksono.2011 

diakses http://nasional.tempo.co). 

 Sebenarnya program transmigrasi ini 

yang sudah direncanakan sejak lama mulai 

pada masa Orde Baru pemerintahan 

Presiden Seoharto.  

“Penduduk lereng Gunung Merapi 

yang yang sewaktu-waktu terancam bahaya 

sebenarnya memperoleh prioritas untuk 

lebih dahulu ditransmigrasikan, seperti 

halnya para korban banjir di Lumajang. Hal 

ini dinyatakan Presiden Soeharto, Rabu 

siang, diats jembatan baru sungai Krasak 

(ARS.2017 dari http://soeharto.co). Banyak 

hal yang harus dipersiapkan dalam 

memindahkan penduduk lereng gunung api 

sebagai korban selamat bencana meletusnya 

Gunung Merapi seperti pertimbangan daerah 

asal dan daerah tujuan.  

Tranmigrasi dilakukan dengan 

memindahkan korban selamat bencana 

Gunung Merapi pada tahun 2010. 

Pemerintah pusat menyediakan program 

dengan menawarkan program transmigrasi 

bagi warga yang tinggal di daerah rawan 

bencana seperti pengungsi letusan gunung 

berapi.  Hal yang diutamakan dalam 

program harus menyediakan daerah tujuan 

yang sesuai dengan latar belakang daerah 

asal transmigran seperti beberapa kabupaten 

di Sumsel, Kalbar dan Sulbar. Program 

transmigrasi yang ditawarkan bersifat 

terbuka dan tidak memaksa. 

Program transmigrasi yang dilengkapi 

dengan fasilitas modal awal seperti satu unit 

rumah dan lahan seluas 2 hektar. 

Transmigran sebagai mitigasi bencana ini 

dilakukan dengan memindahkan korban ke 

tempat aman atau bisa disebut program 

relokasi (Gumilang. 2010 dari 

http://m.jpnn.com). Persiapan transmigran 

dengan mengikuti program persiapan 

transmigrasi. Korban letusan gunung merapi 

diberangkat pada awal tahun 2011. 

Pelaksanaan program transmigrasi 

tidak hanya memindahkan penduduk namun 

juga sebagai model pembangunan untuk 
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membangun komunitas baru dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial-

budaya, dan pemerintahan di daerah 

transmigrasi. Upaya tersebut bertujuan 

untuk mengatasi pengangguran, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

membangun daerah sentral pangan dan 

perkebunan untuk meningkatkan devisa 

negara (Purwoko. 2010 dari 

http://m.republika.co.id). 

Program transmigrasi  dinilai bukan 

solusi yang tepat dalam memacahkan 

persoalan pengungsi Merapi. Jangan 

gadaikan nasib  pengungsi Merapi ke daerah 

lain yang belum tentu dapat menjamin masa 

depannya, sementara daerah tempat tinggal 

merak suatu hari menjadi ajang perebutan 

bisnis pengusaha dan elit politik (Alihar. 

2014 dari http://kependudukan.lipi.go.id). 

Namun menilai kesiapan pemerintah dalam 

mengambil kebijakan tersebut untuk 

kesejahteraan hidup korban selamat yang 

dinilai sulit memulai hidup kembali, 

meskipun tidak semua korban selamat mau 

ikut program transmigrasi namun pemeritah 

tidak  memaksa. Pemerintah pusat terutama 

kementerian sosial, tenga kerja dan 

transmigrasi telah bekerjsama dengan 

Kemenhut yang menyetujui pelepasan 

kawasan hutan tersebut beralih fungsi 

menjadi lokasi perubahan untuk trasmigran 

(Naldi. 2011 dari http://m.viva.co.id) 

Transmigrasi sebagai mitigasi bencana 

ini juga sebagai bentuk pengamanan jumlah 

penduduk produktif serta penyebaran 

penduduk. Terlebih saat ini Indonesia 

tengah menghadapi bonus demografi, 

sangatlah tepat digunakan transmigrasi 

untuk mengamankan penduduk produktif 

dari bahaya bencana dan penyebaran 

penduduk untuk memeratakan pembangunan 

nasional. Pemaksimalan bonus demografi 

juga harus diimbangi dengan pengelolaan 

yang tepat salah satunya melalui kebijakan 

transmigrasi. 

 

4. KESIMPULAN 

Transmigrasi sebagai upaya mitigasi 

bencana dilakukan untuk tujuan sebagai 

berikut: mengatasi masalah sosial seperti 

kemiskinan dan pengangguran, mencegah 

kerugian lebih besar di masa mendatang, dan 

percepatan pembangunan nasional. 

Transmigrasi dilakukan dengan merelokasi 

penduduk ke luar jawa atau kecamatan lain 

yang lebih aman dari kawasan bencana. 

Program transmigrasi bersifat terbuka dan 

tidak memaksa meskipun banyak masyarakat 

pro maupun kontra terhadap program 

transmigrasi. 

Hubungan transmigrasi sebagai upaya 

mitigasi budaya terhadap bonus demografi 

yaitu dengan pemerataan penduduk pada 

tempat yang aman agar manusia produktif 

hidup aman dan berproduktivitas kinerja 

tinggi. Pada tempat yang aman dan nyaman 

kerja sehingga investasi pendapatan 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&&&&&2614-4220
http://m.republika.co.id/
http://kependudukan.lipi.go.id/
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meningkatkan pembangunan serta 

pertumbuhan ekonomi. 
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